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Abstract: This paper examines the jurisprudence moderate in a global context. Focus of this study 
is not only theoretical but also practical studies examined by the two principal sub study, the 
concept of jurisprudence moderate epistemological argument as a scientific vision of the Faculty of 
Sharia IAIN Surakarta in the global era and moderate form of implementation of the concept of 
jurisprudence as a scientific vision of the Faculty of Sharia IAIN Surakarta in the global era. By 
using descriptive-qualitative research and content analysis method (content analysis), the study 
concluded that moderate jurisprudence is the integration effort between a literal understanding of 
the text and maqasid ash-Shari'ah, which is to understand the balance between as-sawabit and al-
mutaghayyir, between the literal understanding with liberal notions become a necessity today. 
Faculty of Shariah IAIN Surakarta have not a vision of science and fiqh clear patterns of thought 
so that there are no policies related to vision science and also patterns of thought jurisprudence at 
the Faculty of Sharia IAIN Surakarta. Jurisprudence existing patterns of thought is highly 
dependent on the mode of thinking that administer the course lecturers. 

Abstrak: Tulisan ini mengkaji tentang fikih moderat dalam konteks global. Fokus kajiannya tidak 
hanya dalam tataran teoritis tetapi juga ditelaah pada tataran praktis dengan dua sub pokok kajian, 
yaitu argumen epistemologis konsep fikih moderat sebagai visi keilmuan Fakultas Syari’ah IAIN 
Surakarta di era global dan bentuk implementasi konsep fikih moderat sebagai visi keilmuan 
Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta di era global. Dengan menggunakan penelitian deskriptif-
kualitatif dan metode analisis isi (content analysis), penelitian ini menyimpulkan bahwa fikih 
moderat merupakan upaya pemaduan antara pemahaman literer atas teks dan maqasid asy-syari’ah 
(tujuan ditetapkannya hukum), yang memahami secara seimbang antara as-sawabit dan al-
mutaghayyir, antara pemahaman literal dengan pemahaman liberal menjadi sebuah keniscayaan 
saat ini. Fakultas Syari’ah  IAIN Surakarta belum memiliki visi keilmuan dan corak pemikiran 
fikih yang jelas sehingga belum ada kebijakan yang berkaitan dengan visi keilmuan dan juga corak 
pemikiran fikih di Fakultas Syari’ah  IAIN Surakarta. Corak pemikiran fikih yang ada sangat 
tergantung pada corak pemikiran dosen yang mengampu mata kuliah.  

Kata Kunci: Fikih Moderat, Ilmu Syariah, Implementasi 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
Studi syari’ah, baik dari sisi keilmuan 

maupun institusi, merujuk pada kajian 

Goerge A. Markdisi, pada dasarnya 
memiliki akar sejarah yang panjang 
hingga abad ke-8 M. Menurutnya, 
munculnya Ar-Risalah sebagai magnum 
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opus imam asy-Syafi’i pada abad ke-8 M 
merupakan titik kelahiran metodologi 
dalam studi keilmuan syari’ah. Hal ini 
kemudian mendorong hadirnya institusi 
studi syari’ah pada abad ke-10 M yang 
ditandai oleh halaqah (kelas) di surau-
surau dan masjid-masjid. Pada saat itu, 
kehadiran studi syari’ah (fikih) 
dimaksudkan sebagai jalan tengah 
(moderat) antara rasionalisme ekstrim 
Mu’tazilah (aliran kalam) dan 
tradisionalisme ekstrim ahli hadis 
(literalis). Studi syari’ah kala itu, tepatnya 
memiliki visi rasionalisme moderat dan 
tradisionalisme progresif. Visi itu 
kemudian diterjemahkan ke dalam satuan 
kurikulum yang di antaranya 
menyingkirkan ilmu kalam (teologi 
filosofis), dan menekankan keterampilan 
khilaf (perbedaan pendapat), jadal 
(perdebatan), dan munazharah 
(perbantahan). Guna mendukung hal ini, 
secara institusional, para Dosen dan 
pelaksana lembaga studi syari’ah pun 
diprioritaskan dari kalangan syafi’iyah. 
Tidak cuma itu, di tingkat jajaran institusi 
peradilan juga demikian.1   

Fakta historis itu menegaskan bahwa 
studi syari’ah pada dasarnya tidak dapat 
melepaskan diri dari konteks sosial dan 
politik keagamaan yang mengitarinya. Hal 
serupa juga terjadi dalam konteks 
Indonesia. Menurut Akh. Minhaji dan 
Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, embrio 
studi syari’ah dalam bentuknya yang 
sederhana sebenarnya sudah mulai tampak 
sejak masuknya Islam di Indonesia pada 
abad ke-7 M di Nusantara. Saat itu, studi 
syari’ah beredar sebatas praktik-praktik 
keagamaan di kalangan pedagang Muslim 

dan kalangan masyarakat pribumi 
tertentu.2  Studi syari’ah mulai tampak 
bentuknya secara akademis pada abad ke-
17 dan 18 dengan hadirnya sejumlah 
karya intelektual fikih di antaranya oleh 
Nuruddin ar-Raniry (Sirat} al-Mustaqim), 
‘Abd ar-Ra’uf as-Singkili (Mir’at at}-
Tullab), Muhammad Arsyad Al-Banjari 
(Sabil al-Muhtadin) dan ‘Abd Samad Al-
Palimbani (Hidayat as-Salikin). Menurut 
Azra, pada abad ini studi syari’ah 
bergerak dalam konteks rapprochment 
(mempertemukan) tradisi tasawuf di satu 
sisi dan fikih di sisi lain. Karena itu, 
secara umum studi syari’ah cenderung 
normatif dan apologetik,3 serta berhaluan 
moderat.  

Pada penghujung abad ke-19 dan 
awal abad ke-20, ketika intensitas kolonial 
semakin tinggi, studi syari’ah diwarnai 
perdebatan ideologis di bawah organisasi 
masyarakat (semisal Muhammadiyah, 
Nahdhatul Ulama, dan Persis), sekolah, 
dan lembaga pendidikan tradisional 
(pesantren). Perdebatan tersebut 
mengerucut pada kecenderungan 
modernis di satu pihak dan tradisionalis di 
pihak lain. Namun secara keseluruhan, 
perdebatan itu masih cenderung normatif 
berkisar pada persoalan teologis dan 
ibadah. Meski demikian, dalam beberapa 
aspek, berbagai kalangan itu saling 
bertemu dalam gagasan-gagasan 
perjuangan kemerdekaan.4   

Pada pertengahan abad ke-20, 
tepatnya pada kisaran 1970-an, ketika 
kecenderungan neo-modernisme dengan 
semangat gerakan pembaruannya, 
sebagaimana diusung antara lain oleh 
tokoh-tokoh semisal Nurcholis Madjid 
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dan Abdurrahman Wahid, studi syari’ah 
menurut Minhaji dan Kamaruzzaman 
masih tetap cenderung normatif (teologis-
normatif-deduktif). Ini terbukti dari 
munculnya lembaga Pendidikan Tinggi 
(IAIN) yang diorientasikan untuk 
mempersiapkan tenaga profesional di 
bidang agama yang dibutuhkan 
pemerintah.5 Meski begitu, sebenarnya 
pada periode ini juga sudah muncul tokoh-
tokoh semisal Hasbi Ash-Shiddieqy 
dengan semangat kontekstualisasinya 
melalui “Fikih Indonesia” dan Hazairin 
dengan semangat rekonstruksi 
penafsirannya melalui “Fikih Mazhab 
Nasional”.6 Semangat studi Islam dengan 
pendekatan historis-empiris-induktif, baru 
tampak pada kisaran 1990-an. Namun, 
menurut Minhaji dan Kamaruzzaman, ini 
belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan 
karena ketidaksiapan sivitas akademika 
dari sisi penguasaan bahasa Asing dan 
kegagapan melakukan kajian syari’ah 
sebagaimana persepektif orientalis 
(mengkaji secara akademik).7 Akibatnya, 
kecenderungan teologis-normatif-deduktif 
dalam studi syari’ah masih menjadi gejala 
umum di sejumlah Perguruan Tinggi 
Agama Islam (PTAI). 

Model teologis-normatif-deduktif 
demikian, oleh sejumlah kalangan dinilai 
akan berdampak negatif bagi masa depan 
syari’ah itu sendiri. Studi syari’ah dengan 
model ini, hanya akan menjadikannya 
sebagai rujukan dalam aspek ibadah 
semata tanpa mampu menyelesaikan 
problem sosial yang terus berkembang. 
Hal demikian terjadi karena syari’ah 
dipandang sebatas sekumpulan norma dan 
kompilasi hukum yang disikapi secara 

kaku, bukan sebagai entitas yang 
berpotensi diaktualisasikan sebagai tata 
nilai, perilaku, dan kehidupan sosial yang 
terus berubah.8 Selain itu, studi syari’ah 
demikian menjadikan syari’ah sebatas 
ilmu yang berpusat pada analisis 
teks/kalam ilahi dan mengabaikan dimensi 
empirik, sehingga syari’ah menjadi meta-
historis dan lepas dari konteks perubahan 
masyarakat.9 

Pada awal tahun 2000-an, seiring 
perluasan mandat (wider mandate) IAIN 
menjadi UIN, gagasan perlunya 
paradigma keilmuan Islam yang integratif 
di kumandangkan di IAIN Sunan 
Kalijaga. Ini dilakukan mengingat model 
studi Islam dengan corak teologis-
normatif-deduktif dipandang hanya 
menghasilkan sarjana yang kurang sensitif 
terhadap tuntutan perubahan.10 
Pendekatan yang kemudian dikedepankan 
guna menghadapi perubahan dan 
pergaulan global adalah pendekatan teo-
antroposentris-integralistik. Pendekatan 
demikian menghendaki perpaduan antara 
pengetahuan yang bersumber dari wahyu 
dan pengetahuan historis-empiris guna 
menyelesaikan persoalan-persoalan baru. 
Pendekatan yang mengetengahkan kajian 
Islam dengan pendekatan multidisipliner 
itu, diharapkan dapat menjadi jalan tengah 
antara sekularisme ekstrim dan 
fundamentalisme negatif (radikal).11 

Sebagai salah satu pendekatan yang 
mengarah pada sikap moderat dalam 
keilmuan Islam, pendekatan demikian 
patut dipertimbangkan sebagai visi 
keilmuan, termasuk dalam studi syari’ah, 
di masa datang. Apalagi, sejak runtuhnya 
Orde Baru hingga saat ini, tren wacana 
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studi syari’ah di Indonesia diwarnai oleh 
dua kutub kecenderungan antara sekular-
liberal dan tekstual-radikal. Jika yang 
pertama terkadang cenderung 
meninggalkan teks dan lebih menimbang 
realitas sosial, maka yang kedua 
sebaliknya lebih mendahulukan teks dan 
mengabaikan realitas sosial. Di sisi lain, 
seiring arus global, isu-isu baru semisal 
pluralisme, multikulturalisme, hak asasi 
manusia (HAM), gender, lingkungan, 
teknologi informasi, kependudukan, 
transnasionalisasi, industrialisasi, dan 
semacamnya mengalir secara pasti dalam 
kehidupan bermasyarakat dan tidak jarang 
menimbulkan persoalan yang menuntut 
penyelesaian secara tepat dari sudut 
pandang keilmuan syari’ah. 

Di titik inilah studi syari’ah 
seharusnya mengambil perannya secara 
berimbang (moderat) untuk menjawab 
tuntutan-tuntutan perubahan di era global. 
Namun sayangnya, untuk konteks studi 
syari’ah di IAIN Surakarta, meski 
rumusan visi keilmuannya menunjukkan 
keterbukaan (baca: salah satu ciri 
moderat),12 tapi secara keseluruhan 
belum tampak secara konkrit spirit 
keterbukaan yang bagaimana yang hendak 
diwujudkan, baik dalam ranah pengajaran, 
penelitian, maupun pengabdian (tri 
dharma). Sehingga, jika diumpamakan 
sebagai produk, keilmuan Syari’ah di 
IAIN Surakarta sejatinya belum memiliki 
brand dan positioning yang tegas. Pada 
tahap selanjutnya, ini tentu saja dapat 
menyebabkan ketidakjelasan eksistensi 
studi syari’ah di hadapan penggunanya 
(stakeholders). Karenanya, dari segi 
pragmatis, meneguhkan branding dan 

positioning studi syari’ah yang moderat 
itu menjadi penting. Ini untuk 
mempertegas posisi tawar studi syari’ah 
IAIN Surakarta di tengah eksistensi 
produk serupa yang marak belakangan ini. 
Lebih dari itu, posisi tawar yang tegas itu 
juga memudahkan fokus pengembangan 
keilmuan yang menjadi ciri khas 
penyelenggara studi. Ini pada tahap 
berikutnya tentu dapat menstimulasi 
peningkatan kualitas dan kemandirian 
keilmuan syari’ah secara lebih efektif. 

Selain itu, secara sosiologis, wilayah 
eks Karesidenan Surakarta yang notabene 
menjadi stakeholder potensial bagi IAIN, 
dikenal memiliki dinamika ideologi yang 
beragam dan dinamis. Tidak jarang, 
keragaman ideologi itu menimbulkan 
gesekan-gesekan di tengah masyarakat 
atau setidaknya menimbulkan 
kebingungan-kebingungan ideologis. Di 
titik inilah dibutuhkan visi keagamaan 
yang dapat menyatukan berbagai kubu-
kubu keIslaman itu. Di sini pulalah 
eksistensi institusi syari’ah yang moderat 
dibutuhkan keberpihakan dan perannya. 
Di lain pihak, belakangan ini stigma IAIN 
sebagai “kampus pemurtadan” 
sebagaimana disuarakan oleh Hartono 
Ahmad Jaiz telanjur tersebar di tengah 
masyarakat.13 Akibatnya, institusi IAIN 
lebih dikenal sebagai kampus liberal dan 
sekuler yang harus dijauhi oleh umat 
Islam. Karenanya, pengukuhan branding 
dan positioning studi syari’ah yang 
moderat menjadi penting guna mengikis 
stigma tersebut.  

Di atas semua itu, seperti 
dikemukakan Azra, studi syari’ah di IAIN 
pada umumnya sudah seharusnya 
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memunculkan ciri lokalitasnya yang kuat. 
Hal ini penting untuk menegaskan 
keunikan Islam (syari’ah) di Indonesia, 
sehingga ia tidak selalu dipandang sebagai 
entitas yang periferal. Hal itu dapat 
diwujudkan dengan menegaskan kembali 
fikih Indonesia sebagai ciri khasnya.14 
Menegaskan fikih Indonesia sebagai 
produk keilmuan syari’ah tidak bisa tidak 
kecuali mengandalkan pendekatan fikih 
yang moderat. Bagaimana sebenarnya 
konsep fikih moderat dalam studi 
syari’ah? Bagaimana pula 
implementasinya pada studi syari’ah di 
IAIN Surakarta? Untuk itulah artikel ini 
ditulis setelah melakukan penelitian. 

 
B. Rumusan Masalah 

Persoalan yang ditelusuri lebih jauh 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana argumen epistemologis 

konsep fikih moderat sebagai visi 
keilmuan Fakultas Syari’ah IAIN 
Surakarta di era global? 

2. Bagaimana bentuk implementasi 
konsep fikih moderat sebagai visi 
keilmuan Fakultas Syari’ah IAIN 
Surakarta di era global? 

 
C. Kajian Pustaka 

Kajian tentang fikih moderat/Islam 
moderat dan studi syari’ah/hukum Islam 
oleh para peneliti terdahulu sebenarnya 
sudah banyak dilakukan. Namun kajian 
tersebut biasanya dilakukan secara 
terpisah di antara keduanya. Karena itu, 
kajian tentang fikih moderat sebagai visi 
keilmuan syari’ah, terlebih di lingkungan 
Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, belum 
pernah ditemukan. 

Terkait kajian fikih moderat/Islam 
moderat yang pernah dilakukan, misalnya 
studi yang dilakukan oleh Hery Sucipto 
(ed.).15 Kajiannya menegaskan secara 
umum bahwa corak moderat merupakan 
ciri khas Islam Indonesia yang sejalan 
dengan kultur masyarakat. Corak 
demikian dipandang sebagai pilihan ideal 
di tengah maraknya Islam garis keras yang 
muncul belakangan. Namun kajian ini 
belum secara khusus mengkaji konsep 
fikih moderat. Kajian lainnya dilakukan 
oleh Tim penerjemah SCC.16 Kajian ini 
memuat keputusan sejumlah ulama Islam 
dunia tentang berbagai aspek keIslaman 
dengan nalar moderat, mulai dari 
keimanan hingga problem sosial. Seperti 
kajian sebelumnya, kajian ini juga belum 
menganalisis konsep fikih moderat secara 
detail. Kajian lainnya dilakukan oleh 
Moh. Shofan.17 Kajian ini menawarkan 
jalan tengah antara tradisionalisme dan 
liberalisme. Jalan tengah yang ditawarkan 
adalah integrasi epistemologi bayani, 
burhani, dan ‘irfani dalam satu gerak yang 
saling kontrol, kritik, memperbaiki, dan 
menyempurnakan. Namun kajian ini 
belum dikaitkan dengan studi syari’ah. 

Selanjutnya terkait studi kesyari’ahan 
yang pernah dilakukan, antara lain oleh R. 
Michael Feener.18 Namun kajian ini baru 
sebatas memaparkan dinamika pemikiran 
hukum Islam di Indonesia, khususnya 
pemikiran tokoh-tokoh yang muncul 
sepanjang abad ke-20. Kajian ini juga 
menegaskan bahwa pemikiran hukum 
Islam di Indonesia berjalan secara dinamis 
dan memiliki dampak positif bagi arah 
kajian hukum Islam di masa datang. Akan 
tetapi, kajian ini belum menyinggung 
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secara khusus keterkaitan studi syari’ah 
dengan konsep fikih moderat. Kajian 
semisal juga dilakukan oleh Mahsun 
Fu’ad.19 Kajian yang dibatasi pada 
pemikiran hukum Islam tahun 1970-2000 
ini memetakan pemikiran-pemikiran 
hukum Islam dalam kaitannya dengan 
modernisasi-pembangunan. Dalam 
konteks ini menurutnya, pemikiran hukum 
Islam terbagi pada: (a) kontekstualisasi-
mazhabi responsi-simpatis partisipatoris; 
(b) rekonstruksi-interpretatif responsi-
simpatis partisipatoris; (c) rekonstruksi-
inter-pretatif responsi-kritis emansipatoris; 
dan (d) kontekstualisasi-mazhabi 
responsi-kritis emansipatoris. Namun 
secara keseluruhan, ia juga belum 
menyinggung konsepsi fikih moderat 
dalam konteks studi syari’ah.  

Kajian kesyari’ahan lainnya 
dilakukan oleh Azyumardi Azra.20 
Kajian ini menegaskan bahwa studi 
syari’ah sudah banyak mengalami 
perkembangan baik secara keilmuan 
maupun kelembagaan. Di antaranya 
terlihat dari digunakannya pendekatan 
historis, sosiologis, antropologi, dan 
berbagai pendekatan akademik lainnya 
dalam studi syari’ah. Kecenderungan 
demikian lanjut Azra menjadi modal 
penting bagi meneguhkan produk hukum 
Islam yang khas Indonesia. Namun begitu, 
secara keseluruhan kajian ini belum 
menganalisis konsep fikih moderat dalam 
studi syari’ah. Kajian studi syari’ah 
lainnya dilakukan juga oleh M.B. 
Hooker.21 Kajian ini menegaskan bahwa 
Indonesia senantiasa mengembangkan 
syari’ah yang relevan dengan kebutuhan 
Muslim Indonesia dalam bentuknya 

sendiri. Namun demikian kajian ini belum 
menganalisis konsep fikih moderat dalam 
studi syari’ah. Terakhir, kajian 
kesyari’ahan juga dilakukan oleh Idri.22 
Kajian ini mengulas epistemologi ilmu 
pengetahuan dan keilmuan hukum Islam. 
Menurutnya, berbeda dengan keilmuan 
lain, keilmuan hukum Islam selain 
bersumber dari wahyu juga dapat 
bersumber dari metode modern. Namun, 
kajian ini belum menyinggung konsep 
fikih moderat dalam studi syari’ah. 

Sementara, terkait kajian keilmuan 
syari’ah di IAIN Surakarta juga sudah 
pernah dilakukan antara lain oleh Fairuz 
Sabiq dkk.23 Namun kajian ini baru 
menegaskan pentingnya menyelaraskan 
kompetensi keilmuan dengan tuntutan 
perkembangan di masyarakat, antara lain 
dengan meningkatkan praktikum dalam 
perkuliahan. Karenanya, ia belum 
menganalisis studi syari’ah dan kaitannya 
dengan konsep fikih moderat. Kajian 
lainnya dilakukan oleh Sidik, dkk.24 
Kajian ini juga belum menyinggung 
konsep fikih moderat dalam studi syari’ah. 

  
D. Metodologi Penelitian 

Dilihat dari sisi data yang dianalisis, 
penelitian ini merupakan studi 
kepustakaan. Sementara dilihat dari segi 
tujuan, penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif-kualitatif. Hal ini 
disebabkan karena jawaban atas 
permasalahan dalam penelitian ini 
dipaparkan secara naratif dengan 
menggambarkan fakta apa adanya disertai 
interpretasi-interpretasi logis.25 Penelitian 
ini hanya memaparkan secara deskriptif 
tentang bagaimana argumentasi 
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epistemologis konsep fikih moderat 
sebagai visi keilmuan Fakultas Syari’ah 
IAIN Surakarta di era global dan 
mendeskripsikan bentuk implementasi 
konsep fikih moderat sebagai visi 
keilmuan Fakultas Syari’ah IAIN 
Surakarta di era global. 

Adapun yang menjadi sumber utama 
penelitian ini adalah literatur-literatur 
terkait fikih moderat dan sejumlah 
pedoman penyelenggaraan studi syari’ah 
pada Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta. 
Sebagai sebuah kajian kepustakaan, maka 
data penelitian dalam kajian ini 
dikumpulkan dengan menggunakan teknik 
dokumentasi. Namun karena penelitian ini 
juga berkaitan dengan penyelenggaraan 
studi syari’ah, maka wawancara terhadap 
narasumber terkait, juga dilakukan guna 
melengkapi data dokumen. Data-data 
yang terkumpul kemudian dianalisis 
dengan metode content analysis (analisis 
isi).26 Melalui analisis isi, substansi 
gagasan fikih moderat yang tersebar 
dalam sejumlah literatur dan substansi 
konsep penyelenggaraan studi syari’ah 
pada Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta 
akan dipahami.  

 
II. PEMBAHASAN 

A. Fikih Moderat dalam Tipologi 
Pemikiran Islam 
Sampai saat ini, pemetaan tentang 

fikih moderat dalam corak fikih yang lain 
sebenarnya tidak akan lepas dari pemetaan 
pemikiran keislaman secara umum yang 
sangat dipengaruhi oleh peta politik di 
dunia Islam di era global. Pembagian 
pemikiran Islam menjadi moderat, liberal, 
fundamental, dan ekstrim itu juga tidak 

lepas dari penilaian yang berbeda-beda 
yang beberapa diantaranya memang tidak 
akan lepas dari subyektifitas. 

Yusuf al-Qaradhawi dalam salah satu 
kitabnya yang berjudul “Dirasah fi Fiqh 
Maqasid asy-Syari’ah”, misalnya, 
membagi tipologi pemikiran Islam – pada 
zaman sekarang -  menjadi tiga aliran 
besar; pertama, azh-zhahiriyyah al-judud 
(neo-literalisme), kedua, al-mu’attilah al-
judud (neo-liberalisme), dan yang ketiga, 
al-wasatiyyah (moderat). Pembagian ini 
didasarkan pada kecenderungan orang 
dalam memahami teks-teks agama. Dalam 
pandangan al-Qardlawi, ada sebagian 
orang yang memahami teks-teks agama 
secara tekstual yang membawa mereka 
pada pemahaman harfiyyah (literal) yang 
kaku, tanpa mempertimbangkan tujuan-
tujuan ditetapkannya hukum. Sebaliknya, 
sebagian orang yang berdalih hanya pada 
maqasid asy-syari’ah (tujuan 
ditetapkannya hukum) tanpa 
memperhatikan nash-nash yang ada, 
mengakibatkan mereka terjerumus kepada 
pemahaman yang bebas (liberal). Namun, 
diantara keduanya ada sebagian orang 
yang memadukan antara teks dan maqasid 
asy-syari’ah (tujuan ditetapkannya 
hukum) dengan proporsional sesuai 
prinsip-prinsip agama yang benar.27 

Secara umum ajaran Islam, dalam 
pandangan al-Qardhawi, bercirikan 
moderat (wasat); dalam akidah, ibadah, 
akhlak dan mu`amalah. Ciri ini disebut 
dalam Al-Qur’an sebagai as-Sirat al-
Mustaqim (jalan yang lurus), yang 
berbeda dengan jalan mereka yang 
dimurkai (al-maghdhub ‘alaihim) dan 
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yang sesat (al-dhallun) karena melakukan 
banyak penyimpangan. 

Al-Wasatiyyah (moderat) berarti 
keseimbangan di antara dua sisi yang 
sama tercelanya; “kiri” dan “kanan”, 
literal dan liberal, pelit dan boros. Artinya, 
kata “wasat” bisa diartikan dengan 
'tengah-tengah'. Karakterisitik dan ciri 
khas sikap moderat, menurut Yusuf 
Qaradhawi, antara lain:28 

1. Meyakini adanya hikmah di balik 
syari’at serta kandungannya  untuk 
kemaslahatan makhluk 

2. Selalu menginterkoneksikan antara 
satu nash/hukum dengan 
nash/hukum yang lainnya 
(komprehensif) 

3. Bersikap moderat (pertengahan) 
pada setiap perkara agama dan 
dunia 

4. Selalu mengkorelasikan nash-nash 
agama dengan realita-realita yang 
kongkrit dan kontemporer 

5. Selalu mengedepankan yang 
termudah dan mengambil yang 
termudah 

6. Keterbukaan (inklusifisme) dan 
toleran (tasa>muh) dengan 
kelompok yang berbeda pendapat 

Sedangkan pijakan dalam 
memahami teks ialah dengan cara:29 

1. Mencari tujuan nash/maksud nash 
sebelum mengeluarkan pendapat 

2. Memahmi nash sesuai dengan 
konteks dan sebab turunnya (asbab 
an-nuzul) 

3. Membedakan antara maqasid 
(tujuan-tujuan) yang bersifat tetap 
(konstan) dengan metode-metode 

yang bersifat fleksibel (berubah-
ubah) 

4. Seimbang antara wilayah yang 
sawabit (tetap dan tidak bisa 
diijtihadi) dan mutaghayyir 
(berubah-ubah dan bisa diijtihadi) 

5. Membedakan antara makna ibadah 
dan mu’amalah 

 Tipologi yang disampaikan oleh 
Yusuf al-Qardhawi inilah yang dipakai 
dalam penelitian ini untuk memotret corak 
fikih moderat yang ada di Fakultas 
Syari’ah. Moderat yang berarti tidak 
berada pada pemikiran yang kaku dan 
juga tidak berada pada pemikiran yang 
bertentangan dengan nash-nash syar’i 
yang telah disepakati keberlakuannya, 
akan tetapi tetap bisa menjawab 
problematika kontemporer yang 
berkembaang. 
 
B. Implementasi Fikih Moderat dan 

Visi Keilmuan Fakultas Syari’ah  
Fakultas Syari’ah, sebagaimana 

disebutkan sebelumnya, merupakan 
penggabungan dari Jurusan Syari’ah dan 
Jurusan Ekonomika dan Bisnis Islam yang 
tercantum dalam Peraturan Rektor IAIN 
Surakarta Nomor 01 Tahun 2011. Fakultas 
Syari’ah  memiliki visi menjadi fakultas 
yang unggul, professional, berdaya saing, 
modern dan religious dalam Ilmu Hukum 
Islam.30 Jurusan Syari’ah yang 
merupakan satu dari dua jurusan yang ada 
di Fakultas Syari’ah  memiliki visi untuk 
menjadi jurusan yang kompeten, 
professional, berdaya saing, modern dan 
religious dalam Ilmu Hukum Islam. 
Diantara misi yang ada di Jurusan 
Syari’ah adalah mengembangkan dan 
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membina kehidupan civitas akademika 
yang religious, menjunjung tinggi 
kebenaran dan keterbukaan.31   

Misi Jurusan Syari’ah untuk 
menjunjung tinggi kebenaran dan 
keterbukaan bisa dijadikan salah satu 
entry point untuk membahas tentang 
bagaimana implementasi fikih moderat di 
Jurusan Syari’ah dan juga Fakultas 
Syari’ah . Misi ini tentunya diharapkan 
bukan sekedar dijadikan sebagai tulisan 
tanpa makna atau sekedar misi tanpa 
implementasi, akan tetapi akan mewarnai 
seluruh kegiatan yang ada di Fakultas 
Syari’ah  atau Jurusan Syari’ah secara 
khusus. Kebenaran dengan keterbukaan 
memang seharusnya menjadi ruh yang 
menyertai langkah pengajaran di 
lingkungan Fakultas Syari’ah untuk 
menciptakan visi kelilmuan yang moderat 
dan terbuka, baik dari berbagai faham 
yang ada maupun terhadap perkembangan 
kelimuan yang terjadi. 

Untuk melihat hal itu, selain 
menjadikan misi Jurusan Syari’ah sebagai 
entry point nya, kurikulum atau silabi 
mata kuliah yang berkaitan dengan fikih 
juga menjadi obyek yang relevan dalam 
melihat bagaimana implementasi fikih 
moderat di Fakultas Syari’ah . Dalam 
silabi dan Satuan Acara Perkuliahan 
(SAP) beberapa mata kuliah di Jurusan 
Syari’ah yang berkaitan dengan fikih 
seperti fikih ibadah, fikih mu’amalah, 
fikih munakahat dan sebagainya nampak 
bahwa para dosen di lingkungan Fakultas 
Syari’ah lebih banyak menggunakan 
referensi yang berasal dari literatur-
literatur kontemporer dibandingkan 
literature-literatur klasik. Untuk fikih 

ibadah dan fikih munakahat misalnya, 
referensi yang digunakan dan dianjurkan 
untuk mahasiswa dalam silabi dan SAP 
adalah referensi karya ulama-ulama 
kontemporer semisal Fiqh as-Sunnah 
karya as-Sayyid Sabiq dan al-Fiqh al-
Islami wa Adillatuh karya Wahbah az-
Zuhaili, bahkan beberapa diantaranya 
adalah karya terjemahan atau karya tokoh 
Indonesia.32  

Pilihan atas referensi-referensi ini 
dibandingkan referensi-referensi klasik 
yang berisi fikih perbandingan walaupun 
penulisnya memiliki afiliasi madzhab 
tertentu semisal Bidayah al-Mujtahid 
karya Ibn Rusyd yang bermadzhab Maliki, 
al-Majmu’ karya an-Nawawi yang 
bermadzhab Syafi’i, Badai’ as}-Sanai’ 
karya al-Kasani yang bermadzhab Hanafi 
atau al-Mughni karya Ibnu Qudamah yang 
bermadzhab Hambali kemungkinan besar 
adalah untuk tujuan praktis. Hanya saja, 
hal ini menjadikan mahasiswa 
mendapatkan materi dari sumber-sumber 
skunder, bukan dari sumber-sumber 
primer, yang kemungkinan adanya reduksi 
sangat besar. Selain itu pilihan dalil dan 
perdebatan antar berbagai pendapat yang 
ada menjadi kurang begitu terlihat. Oleh 
karena itu, materi yang disampaikan 
memang cenderung menuju satu pendapat 
saja dan kurang memperhatikan adanya 
perbedaan pendapat dalam suatu masalah.  

Akan tetapi, dilihat dari sisi corak 
pemikiran fikih sebagaimana yang 
disampaikan al-Qardhawi, sebagian besar 
referensi yang dipakai oleh para dosen 
dalam mata kuliah-kuliah yang diteliti 
adalah karya para tokoh yang masuk 
dalam kategori moderat. Pilihan referensi 
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karya as-Sayyid Sabiq, Wahbah az-
Zuhaili, ‘Abd al-Karim Zidan dan 
semisalnya menunjukkan bahwa sebagian 
besar dosen dalam bidang fikih memilih 
corak pemikiran fikih yang moderat untuk 
dirujuk oleh mahasiswa. Bahkan, referensi 
utama dalam mata kuliah ushul fikihpun 
masuk dalam kategori karya para ulama 
moderat sebagaimana tipologi yang 
disampaikan oleh al-Qardhawi seperti 
karya ‘Abd al-Wahhab Khallaf, Abu 
Zahrah, Wahbah az-Zuhaili, ‘Abd al-
Karim Zidan, Khudhari Bik, dan 
sebagainya.  

Dekan, sebagai pemegang kebijakan 
tertinggi di lingkungan Fakultas Syari’ah, 
hingga saat ini memang kurang begitu 
menampakkan arah keilmuan yang dituju 
di Fakultas Syari’ah . Visi keilmuan yang 
ada di Fakultas Syari’ah  nampak tidak 
begitu jelas arahnya karena diserahkan 
secara mandiri kepada masing-masing 
pengajar atau dosen tanpa ada “intervensi” 
dari Fakultas. Belum adanya kebijakan 
yang jelas dari Fakultas Syari’ah 
menjadikan dosen bebas menyampaikan 
visi kelimuannya pada mahasiswa sesuai 
dengan kecenderungan masing-masing. 
Tidak adanya kebijakan tersebut karena 
dirasa memang belum ada kebutuhan 
mendesak ke arah sana pada saat ini. 
Adanya klaim bahwa PTAI adalah sumber 
pemikiran liberal yang selama ini melakat, 
dalam pandangan Dekan Fakultas 
Syari’ah, sebenarnya tidak membuktikan 
adanya corak pemikiran fikih dan 
pemikiran keislaman yang menjadi 
kebijakan di sebuah PTAI. Keinginan 
yang akan dicapai oleh Fakultas Syari’ah 
adalah pada penguatam kerangka berpikir 

mahasiswa dalam melihat problematika 
Islam kontemporer melalui penguatan 
ushul fikih atau filsafat hukum Islam. Jika 
mahasiswa memiliki landasan yang kokoh 
dalam ushul fikih dan filsafat hukum 
Islam serta mendapat materi tentang 
perbandingan madzhab baik di sisi fikih 
maupun perbandingan ushul fikih, maka 
otomatis mahasiswa tidak akan memiliki 
pemahaman yang ekstrim kanan (radikal) 
maupun ekstrimm kiri (liberal).33 

Pendapat yang sama juga 
dikemukakan oleh Muh. Zumar 
Aminuddin, Ketua Program Studi al-
Ahwal asy-Syakhshiyyah yang dulu 
merupakan Ketua Jurusan Syari’ah di 
Fakultas Syari’ah  IAIN Surakarta. Visi 
keilmuan dan corak pemikiran fikih di 
jurusan Syari’ah pada saat ini sangat 
bergantung pada corak fikih para dosen. 
Tidak ada kebijakan dan pengarahan yang 
bersifat khusus kepada para dosen untuk 
menuju pada corak fikih tertentu bagi para 
mahasiswa. Akan tetapi secara umum, 
memang corak fikih yang dianut oleh 
sebagian besar pengajar di Fakultas 
Syari’ah, dalam pandangan Zumar, adalah 
moderat.34 

Dari pembacaan di atas, implementasi 
fikih moderat sebagaimana yang ada 
dalam tipologi yang disebutkan 
sebelumnya, tidak begitu nampak karena 
belum adanya kebijakan ke arah tersebut 
sehingga corak pemikiran fikih yang ada 
di Fakultas Syari’ah  IAIN Surakarta 
sangat bergantung pada pemikiran fikih 
dosennya.     
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III. PENUTUP

Dari paparan di bab-bab sebelumnya
ada dua kesimpulan yang dapat diambil 
dari penelitian ini: 

1. Fikih moderat yang memadukan
antara pemaham literer atas teks
dan maqasid asy-syari’ah (tujuan
ditetapkannya hukum), yang
memahami secara seimbang antara
as-sawabit dan al-mutaghayyir,
antara pemahaman literal dengan
pemahaman liberal menjadi sebuah
keniscayaan saat ini. Oleh karena
itu, Fakultas Syari’ah  yang berada
di wilayah Surakarta dengan
keragaman paham keagamaannya
memiliki kepentingan yang besar
untuk mengenalkan pada 
mahasiswanya format fikih yang
moderat yang dapat dijadikan
rujukan oleh berbagai paham
keagamaan yang ada dan
berkembang di Surakarta.

2. Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta,
sampai saat ini, belum memiliki
visi keilmuan dan corak pemikiran
fikih yang jelas sehingga belum
ada kebijakan yang berkaitan
dengan visi keilmuan dan juga
corak pemikiran fikih di Fakultas
Syari’ah IAIN Surakarta. Corak
pemikiran fikih yang ada sangat
tergantung pada corak pemikiran
dosen yang mengampu mata
kuliah. Dari silabi beberapa mata
kuliah yang berkaitan dengan fikih
dan ushul fikih yang ada di
Fakultas Syari’ah dan juga
referensi yang dipakai dalam mata
kuliah-mata kuliah tersebut dapat

diketahui bahwa ada 
kecenderungan dari para dosen 
untuk menyampaikan materi yang 
digali dari sumber-sumber yang 
masuk kategori moderat.  
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